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GUBERNUR.]AWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR ,7O TAHUN 2O2O

TEI,ITANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNI'I PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat telah diatur berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2Ol9;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2OI6jo. Nornor 72 Tai;lun 2019 tentang Perangkat
Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi
terutama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan
perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nornor 69 Tahun 2Ol7;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksrrd
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 1i Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan .Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tenlang
Pemerintahan Provinsi Daerah Ktrusus Ibukota ,Jakarta
sebagai Ibukota Negara I(esatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Repr-rblik h-rdonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan Lembai'irrr l{egara Republik Indonesia Nonrcir
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentarrg
Pembcntukan Propirrsi Bar-rtcn (l,embaran Negara Republik
Ir-rdonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indorresia Nomor a010);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tastbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ot9
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OLT
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a51);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Frovinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
192)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2OL9 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraarl Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 9, Tambahan l,embaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2lll;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat(Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 69), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9
Nomor 62);
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Menetapkan

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor .... Tahun 2O2O
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2O2O Nomor .. .... );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69
TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9 Nomor 62),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang
Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.

(21 Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1),
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan
kepada Daerah Provinsi, meliputi:

a. Sub Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan
menengah dan Pendidikan khusus;

b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;

c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber
daya mineral; dan

d. Sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan.

(3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibentuk pula:

a. UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan
Pendidikan daerah provinsi, yang merupakan
satuan Pendidikan formal; dan

b. Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit
organisasi yang bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional;

H-
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(4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas dan UPTD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan
Pemerintahan yang diselenggarakan.

12) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas/Badan.

(3) Satuan Pendidikan berkedudukan sebagai UPTD pada
Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
penyelenggaraan pendidikan menengah, dipimpin oleh
seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional
guru sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(4) Rumah Sakit berkedudukan sebagai unit organisasi
yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat
otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh
seorang Direktur, serta berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(5) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian dalam satu tahun
satu kali.

(71 Direktur Rumah Sakit ditetapkan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa,
terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum,
membawahkan:

[lJ ,
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1. Bagran Perencanaan dan Hukum membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan; dan

b) Subbagian Hukum.

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi
Dana; dan

b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Bagran Umum, membawahkan:

a) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat,
dan Pemasaran; dan

b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan,
Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
membawahkan:

1. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, membawahkan:

a) Subbagian Kepegawaian;

b) Subbagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

2. Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian,
membawahkan:

a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan

b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.

d. Wakil Direktur Medis, Keperawatan, dan Penunjang
membawahkan:

1. Bidang Medis, membawahkan:

a) Seksi Pelayanan Medis; dan

b) Seksi Pengembanga.n dan Mutu Pelayanan
Medis.

2. Bidang Keperawatan, membawahkan:

a) Seksi Pelayanan, Pengembangan dan Mutu
Keperawatan; dan

b) Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.

3. Bidang Penunjang, membawahkan;

a) Seksi Penunjang Medis; dan

b) Seksi Penunjang Non Medis.

4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

5. Satuan Pelayanan.

V
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4. Di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 23a, sehingga Pasal 23a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23a
Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit
Jiwasebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah sebagai
berikut:
a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIb atau

jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. Jabatan Wakil Direktur merupakan jabatan eselon IIIa

atau jabatan administrator;
e. Jabatan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb

atau jabatan administrator; dan
f. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

5. Ketentuan Pasal 24 d|ubah, sehingga Pasal 24 selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
Susunan Organisasi UFrID Khusus Rumah Sakit Paru,
terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan;
dan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bagian Pelayanan Medis dan Penunjang Medis,
membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Penunjang Medis.

d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
2. Seksi Sarana Prasarana Keperawatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

6. Di antara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 24a, sehingga Pasal 24a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Paru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai
berikut:
a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau

jabatan administrator;
b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan

jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan

c. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(-
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7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan, terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahkan:

a) Subbagian Keuangan; dan

b) Subbagian Akuntansi.

2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan
Pelaporan, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan dan Program; dan

b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Umum, Hukmas dan Pemasaran,
membawahkan:

a) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;

b) Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran; dan

c) Subbagian Tata Usaha.

c. Wakil Direktur Medis, Penunjang dan Keperawatan,
membawahkan:

1. Bidang Medis, membawahkan Seksi Pelayanan Medis

2. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Penunjang
Medis.

3. Bidang Keperawatan, membawahkan:

a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan

b) Seksi Pengembangan Mutu dan Logistik
Keperawatan.

d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan,
membawahkan:

1. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:

a) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Karir
Pegawai; dan

b) Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, membawahkan:

a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan

b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Satuan Pelayanan.

tt(
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8. Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 25a, sehingga Pasal 25a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Al-Ihsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
adalah sebagai berikut:

a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;

b. Jabatan Wakil Direktur merupakan jabatan eselon IIIa
atau jabatan administrator;

c. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan
jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan

d. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Jampang Kulon Sukabumi, terdiri atas:

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Medis; dan

2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

d. Bidang Penunjang, membawahkan:

1. Seksi Penunjang Medis; dan

2. Seksi Sarana Prasarana.

e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan:

1. Seksi Akreditasi; dan

2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan
Rekam Medis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Satuan Pelayanan.

U"
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10. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 26a, sehingga Pasal 26a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26a
Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Jampang Kulon Sukabumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:
a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau

jabatan administrator;
b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan

jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
c. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

1 1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Pameungpeuk Garut, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

12. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 27a, sehingga Pasal 27a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal2Ta
Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Pameungpeuk Garut sebagaimana dimaksud pada
Pasal 27 adalah sebagai berikut:
a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIb atau

jabatan administrator; dan
b. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Kesehatan Kerja, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

[J.
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t4. Di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1

(satu) Pasal, yakni Pasal 28a, sehingga Pasal 28a
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28a
Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 adalah sebagai berikut:
a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau

jabatan administrator; dan

b. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2l Septerbcr 2020

€"
JAWA BARAT V

RIDWAN KAMIIJD\

P+r

I
I

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 SePterbcr 2020

S DAERAH PROVINSI

BARAT,

WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR ?O

*



-l*lZt-15>(.)>

=66E40iai" E

:;;H
EEHgsETEE'9-EcsH I ' g

E:EE= [sE
s=Fax E 

H
EE=59 ZztrYn> ni>- 3Sh9o$ c-'r,U=6-a P

sFErE F

HgEHE E

E6EsE B

Yoh*c>
aFTEE
c-HE0-i7UP'r,>>Za-z2c>yooE

C!tD
=>uo
NECaA*lCfrAC
ry,3<;
Ho;A
PY2Z
JH',4

EA

o
1tr

EX,=
z

,

ii

!
F!
E
a
o
\ti

ui
't
t

U

t

EE,
EFE
3;E
gt5

gz'

!-Z
F;9,i;3s
re30
,aa

z

T

!,
IEl0
i

b

u

FI
a
E

t
z

2.iit'
I

5
B

3{I
z

-o

'XEBEr-2il

iii
>t2z

x

3,
II
{T
3i
iH
)8
:t
iF
:!q6
I
0

I=
,r
ir

ITTTIG
IIIIIHJ
rITII[fiIIIIIE

Bffi

B

ffi

Hffi

B

ffi

(\

I

!t
a
c
I
c
I

!
U

t
0
I
U
o



tt

;E
dEI!oo

x

E

B

EI>eal
Oc
EI

Ut4

r,,
n
tr, ,(ZFoc
zz
B9zz

Z

il3
EEE
*>e
riiar-
,3=

IF

u
n
E
x,
c
7

I
E!Egi)
6e

:E:
HEI
it
tre
o

(b
F'x
9

3"0
aV
6>

c.

Z
o

a
txa

3-
I5d

d4
2
z

a
Xo

6T
dr
iIrt
2g

N

z

xE
*aJH

NJ>si{>
-)>>2z>z

E
>
o

z
x
EI
!
t!v
(
,|
D
T

IIII
illlIIllItilII

t-!ro
=>X>7,2
a3
C,dac
iunF-1
F' L-
ts,U
fro
aR
EE
r:i.CD
3>
f;e

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

€



C
E
U

&
Ca
CWa>n?
11 P

z4>q.
+FJ*fracEx
l^t Fj

*l (-
cNzo7N

=9oz
>,6
frb
>H
rJr

t-
Aa
z

>a

zdl>>ozi@t

EP

EE
^Lls;z2

x
rE
Elu

IEisi

<a
ts
P;
ui>z
2

*?(,E
zfr

86
EE
2

Erilaxz

BIE
E'e EEE

EHE

EEE

oc
d

cEah>iF>
s,2

d
>

a

!Etrtr,; !
Fie
gaz
hOr>>.22d,

F

-XiEz2
EE8nlB
tilB2>n
Yx!
f62
rc>
ZE

3I" o
!d, l,
EDilQ4*>

2

!,
E

z
o
u

B
o

il,t

En

EF
U

,

?
zZ
frz
a>z

C Hi

x

$,
IElo
D
a

H-=H
r{ o c;,a
gA3Efi
4727
E-E

a
nx

3Stl
Bf
EV

z

frZ Ev
XPrEEri6EAI

3E"EE

EE

EE
iF

x
aa

SrrsIrH
tEx
(gE

z
t9
iE
EE

Ei

tr)t.
-
z

!u
9F
d,

EE

ilri !,

EHx
TSElrr
EE
'z,

g!
iZa

stg
YDfr1>
?v22z

IIIII!TIIIIEiIIITIIHJlrlrrS

H

<
(

i,

a
o

2



Ctra
I
U
X
Jr
Ca
Cu
Va

=Bfr,0
.U> a>.1
X,U+s
C3<iCf,3oo4
EE73PAIE>
tA
z
*u

z
O

Ct-oz

x
r.E

EHrltI'
o9

E
D

eQ
9E
Fg

o-
ItH,

HEg
EEI

X
9a

Eix
izz

X

iHH(->>3{o
EF,

z

Er

EE

a
xE
t(,tr-
XE{l
{>>zz>

z

a
tt,

u<:
t'l ti
HI

z
z

a
'0I'
>(,
a4>a,>>vz>>z

a
t{x
2

3"0
t5(,
oZ
6>

L
z
o

u,

U

E
o
rd
E'
4d
d
€r

,
o

rri
Z7 -*{LZX

EsEEg
e,7zgfr

t4Fa6
$= =.E

a
t9

a

XI
t,g-
I

u,

KEnd
Ex

E3
E

llItr1ililIIIIrIIilr

H

-I
<"

I

I

I

I



-1

(-
E
U
X
C0
Ca
,0 tuC>zo
EEag
PH
-lx
CJ
:, L<

ETZ(J-EUO
ez
HT*1 ard-

3
rq
Cz
o
1'
t5
C
i\

xqE

EiII'oe

lE
BH
dDad

FI

uH
n
td
x
H
,ll-{

n

t

Ex
E

t
rt
U

=6Eut\
z
o
2

ilrIIilTIIilrIrnlil

tr

<\.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



-l

5
U
X
A
C
U)
Ca
n@C>?o
EE
aa,
XE
-lX
CJ
EE
=*o.,U
UC)
VJ2

HT*1 a
t-

=tr,Cz
o
'U
tq
C
X

x

IE
CTII'o9

EH
etD
AQ

FE

UH
n
EI
x
HA
N

U

Ex
\

E
H
U

EA
Eu
HE

z,
o
4

ilIIIilrIIIIIIIIIrII

- L

€
E
n
.l$

n

{
z
F
3
t'

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


